5.1.

BAB YV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis diperoleh beberapa

kesimpulan, sebagai berikut:

1.

Konsistensi adalah kesesuaian antara peraturan perundang-undangan atau
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang
sederajat terkait dengan satu subjek tertentu. ketentuan larangan bagi setiap
orang untuk merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batubara dengan ketentuan hak bagi setiap orang untuk
memperjuangkan lingkungan hidup yang baik memiliki konsistensi hukum
karena keduanya memiliki subjek hukum yang berbeda, yaitu pemegang
hak atas sebelumnya dan pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Namun, ketentuan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara ini seringkali menjadi sarana
kriminalisasi bagi pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal
tersebut disebabkan oleh ketidakjelasan arti kata mengganggu atau
merintangi dalam pasal atau ketentuan tersebut.

Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah melalui peraturan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh
subjek hukum maupun untuk melaksanakan hak dan kepentingan hukum
untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Suatu perlindungan dapat
dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur sebagai
berikut: 1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya; 2.
Jaminan kepastian hukum; 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya;
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan
bagi orang yang keberatan terhadap kegiatan usaha pertambangan
memenuhi unsur tersebut, yaitu: terdapat perlindungan dari pemerintah
terhadap warganya yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan; hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak
asasi manusia yang telah diatur dalam Pasal 28H UUD 1945; dan terdapat
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5.2.

sanksi kepada pemegang izin pertambangan mineral dan batubara apabila
melanggar hak-hak masyarakat sekitar dan tidak melakukan kewajibannya.
Perlindungan hukum bagi orang keberatan terhadap kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara adalah perlindungan untuk masyarakat
yang berada di dalam batas wilayah kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara. Perlindungan hukum bagi orang yang keberatan terhadap
kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki izin
setelah berlakunya UU No. 4/2009, UU No. 3/2020, dan UU No. 6/2023,
terdapat ketentuan yang dapat mengkriminalisasi masyarakat tersebut, yaitu
Pasal 162 UU Minerba. Perlindungan hukum dari kriminalisasi tersebut
dilindungi oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan UUPPLH. Apabila terjadi
konflik antara masyarakat dan pemegang izin pertambangan mineral dan
batubara dengan alasan masyarakat merasa terganggu hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat atau kualitas lingkungan hidup menurun, yang
harus diprioritaskan adalah masyarakat tersebut karena hak lingkungan
hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional yang diatur dalam
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta usaha kegiatan pertambangan tidak
dapat menyimpang dari Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki makna sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya dapat diajukan saran penelitian,

sebagai berikut:

1.

Apabila terdapat keberatan dari masyarakat sekitar yang memperjuangkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebaiknya diselesaikan dengan
musyawarah mufakat tanpa harus mengkriminalisasi atau tanpa dituntut
secara pidana maupun digugat secara perdata. Selain itu, pelaku usaha
kegiatan pertambangan mineral dan batubara sebaiknya memperhatikan
dan memenuhi kewajiban dalam peraturan perundang-undangan
pertambangan mineral dan batubara serta peraturan perundang-undangan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak terjadi
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penolakan maupun keberatan dari masyarakat terkait lingkungan hidup
yang baik dan sehat.

Sebaiknya, pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat berperan aktif
dari awal pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,
seperti pejuang lingkungan hidup yang baik dan sehat terlibat dalam proses
pelaksanaan Amdal dari tahap awal kegiatan pertambangan mineral dan
batubara agar meminimalisir terjadinya konflik dengan pelaku usaha
pertambangan mineral dan batubara.

Sebaiknya, pemerintah memperjelas pengaturan terkait Pasal 66 UUPPLH
terkait bagaimana pelaksanaan Anti Eco-SLAPP itu sendiri dan
memperjelas penafsiran Pasal 162 UU Minerba agar tidak terjadi

multitafsir.
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